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Dewan Perwakilan Daerah Dalam
Sistem Dwi Kameral Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Oleh :
Dudik Djaja Sidarta’

Abstract

Establishment of dwikameral is inseparable from the history and political tradition during the
formation of the state . In Indonesia, the current session does not take place at feud BPUPKI two
opposing camps regarding chronic central and local relations . Recognition of areas arise
m&ﬁmlhuﬂmq’rhﬁmrsqﬁndepmﬁmim{ﬁpm,m:hed:mndsq.mle
regimmweﬂmtﬁemﬂesindtfﬂmadﬂﬁe:..ﬂ'mere&npmwwr}'mmﬂmma
majority supported the creation of the unitary state and the nationalist areas to follow the
decision, because it measures the central government in making decisions do not need to ask for
approval to the regional or his representative as well as the U.S. federal state Regional
Representatives and groups that exist in the Assembly was formed only as a complement to
representative Consultative IV according to the precepts of Pancasila , instead of camps disagree
and then settled in & win - win solution .The establishment of the DPD through the 1943
amendmenti as a substitute for DPD next regional representatives elected directly by the General
Election can not necessarily position themselves just as the Senate as the U.S. federal siate , 1o
estahlish the system needs to look ahead dwikameral history and political traditions in the
formation of our couniry Homeland and see in advance the position of the area it represents

Key word : DPD, Dwi Kameral, Negara Kesatuan

A.PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan , konsep dari negara kesatuan menurut Soehino
wmmmmmmmnyﬂmmmmﬂmmm,nmmdidﬂmmm
bisa dilakukan pembagian daerah, dimana tiap-tiap daerah itu terdapat pembagian daerah yang
berdiri sendiri. Pembagian daerah tersebut misalnya daerah tingkat 1, tingkat II dan tingkat I1L.
Yang berhak mengatur urusan rumsh tanggahnya sendiri serta pemerintahnya disebut dengan
pemerintsh daerah. WNamun pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang
yang tertinggi mengenai apa pun dalam lapangan pemerintahan, baik tingkat terakhir dan
tertinggi yang mengadakan adalah pemeritah pusat.’ Negara kesatuan yang mengakui adanya
pembagian daerah discbut dengan negara kesatuan yang disdestralisasi. Berbeda dengan negara

! eaf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya
¥ gamhing, limu Negara, Liberty, Yogjakarta, cet.2, 1992, h
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federasi yang menurut Abu Daud Busro memiliki dua pemerintahan yaitu pemerintah federal dan
pemerintsh negara bagian. Pemerintahan federal merupakan pemerintah gabungan, pemerintah
pusatnya sedangkan pememntah negara bagian merupakan pemerintah dari negara bagian yang
semula merdeka sendiri (berdiri sendiri) kemudian mereka menggabungkan dirinya dengan
negara bagian lainnya untuk membentuk kerjasama demi kepentingan bersama, selain itu negara
bagian masih memiliki kekuasaan/kebebsan yang tak diserahkan ke pemerintah federal atau ada
kebebasan hak-hak dari negara —negara bagian. yaitu pemerintahan negara federal dan negara
bagian.’ Perbedaan susunan antara negara kesatuan dan negara federasi terletak pada kekuasaan
pada pemerintah pusatnya. Dalam negara kesatuan hanya memeriliki satu pemerintahan saja
yaitu pemerintah pusat, ‘sedangkan dalam negara federasi memiliki dua pemerintahan yaitu
pemerintah federal dan pemerintahan negara bagian.

Dalam negara kesatuan yang didesentralisasi walaupun juga terdapat dua pemerintahan
yaitu pemeritah pusat dan pemerintah daersh, tetapi pemerintah daerah kekussaan bukan
mmmmmmimdimmmhmmmm
lain semua kebijakan yang strategis tetap ada di pemerintah pusat. i

Dalam masa perubshan konstitusi (UUD 1945) di masa reformasi terdapat beberapa
perubahan UUD 1945 di antara perubahan-perubahan tersebut yaitu susunan dari keanggotaan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang sebelumnya anggotannya tersusun atas Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Utusan daersh dan golongan, maka dalam amandemen UUD 1945
susunan keanggotaan MPR terdiri atas DPR dan Dewan Perwakilan Daerah ( DPD).

Mengenai adanya dua keanggotaan (DPR dan DPD) di MPR ini banyak pengamat
mengusulkan dengan adanya DPD dan DPR yang sama-sama dipilih melalui Pemilihan umum
maka memungkinkan sistem dwi cameral dalam lembaga perwakilan seperti di Amerika Serikat,
Inggris, Belanda dan lain-lain dimana dalam negars-negara tersebut terdapat sistem dwi cameral
mnmmmnmmmmmmmghmw

Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana dalam negara kesaturan karakternya
adalah satu pemerintahan terpusat dan satu wilayah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), walaupun negara juga mengakui daerah-daersh seperti yang diatur dalam
Pasal 18 UUD 1945 namun tetap saja daerah adalah bukan bersifat territorial karena negara

* Abu Daud Busro, limu Negara,
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NKRI adalsh kesatuan maks daerah-dsersh merupakan bagian dari wilayah kesatuan. Jadi
dengan kata lain sebenarnya daerah tak memiliki wilayah (territorial) yang membedakan dengan
negara bagian yang memiliki territorial sebab negara bagian merupakan negara yang merdeka
sebelum bergabung dengan negara federasi yang membedakan dengan negara kesatuan, dimana
daersh bukan merupakan daerah yang merdeka kemudian bergabung dengan negara kesatuan,
mim@m@mmmymmwmwwmmw
negara kesatuan. Berdasarkan permasalahan di atas adanya DPD yang merupakan perwakilan
"Daerah perlukan dalam lembaga Perwakilannya (MPR) negara kesatuan RI? .

B.PEMBAHASAN

Utusan Daerah dan DPD

Dalam Sidang 1l di BPUPK] Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar,
Soepomo  mengusulkan  “'Badan Permusyawaratan’’ berubah menjadi  ‘"Majelis
Permusyawaratan Rakyat™ dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh
:ﬁ;ﬂhﬂnn:ﬁtmmu.unﬂnpuﬁinﬂwhﬂkﬂm:ﬂunﬁmﬁidqh.
dan seluruh wakil golongan*”. Selanjutnya usulan tersebut dirumuskan dalam pasal 2 UU 1945
(vuﬁLmlmmmnﬂﬁmbuhmmmHFRtﬂdiﬁmnPﬂ,UmM
dan golongan yang ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang inilah yang kemudian
merealisimya jumlah keanggotaan dari DPR, utusan daerah dan golongan. Jika di dalam
rancangan perumusan UUD 1945 dicanangkan seluruh wakil rakyat maka bisa jadi dalam
pemilihan umum, keseluruhan partai yang ikut dalam pemilu, untuk daerah semestinya wakil
mdmﬁdaﬁulud&d:mhmadadiﬂﬁﬂlmﬁﬁuﬂmmj-dipummmﬂkmﬁl
mjhmmi.mmmmmmmmmmm
jmnhhwﬂdldmhmwsmmgmmmfﬂadahmhuhmdmpﬂekpﬂiﬁkhdkpﬂ
m&hlmmmmhumdmhhmynwﬂitdmimﬁnﬁujlﬂmﬂkmdﬁ
hhmmdmkuuﬁdakwmﬁlluhhggajumhhwakﬂdlumhdihanﬁnglmdmgmwﬂ
DPR jauh lebih banyak anggota DPR. Selain itu utusan daerah diangkat oleh Presiden, bukan
dipilih melalui pemilihan umum. Jadi dalam pemerintahan lama utusan daerah ditunjuk oleh
penguasa dan bukan melalui pemilihan umum. Jadi dalam hal ini utusan daerah bukan

* http://fid wikipedia.ong/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat
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merupakan keterwakilan yang tumbuh dari bawah seperti halnya negara bagian di A.S melainkan
ditarik/ diadakan oleh negara saat pembentukan konsitusi di Sidang BPUPKI.

Masa Reformasi utusan daerah melalui amandemen UUD 1945, berubah menjadi Dewan
Perwakilan Rakyat (DPD). Perubahan dari utusan daerah ke DPD sebenamnya hakekatnya sama
namun yang membedakan DPD oleh UUD 1945 telah ditentukan anggotanya dipilih melalui
Pemelihan Umum yang membedakan dengan wtusan daerah yang anggotanya diangkat oleh
pemerintah. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 (1) UUD 1945 amandemen menentukan bahwa
anggata MPR ferdiri mas DPR dan DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum dan
diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sedangkan status DPR terhadap DPD adalsh DPR
lebih memiliki superioritas dibandingkan DPD disebabkan karena dalil-dalil tersebut di atas
yaitu bahwa pemegang peran negara dalam dunia perwakilan ada DPR.

Dmmpipmgmﬁmmthﬂihwbmnnyamlmuhukmmmpkmmﬁl
mmmpmwmmmmmemm
utusan daerah. Diuhnuuumh-knkuny:hkhhihupnﬁh-ir.pmhmpmmdﬁdn:hh
pusat. Jadi mendasarkan pada diatas karakter dari utusan Daerah -

jawabkan sendiri hwmmm
m%hwwmﬂmmmm
mandataimya

b. Fﬂnhmhdmummdumhhnhnduihnmﬂdmdhhkmfﬂlmﬁdmg
BFUPKIMmerummhnUUDmgnmnbudahmdmang
Mﬂmmﬂ:ﬁwﬁﬂmnmimﬂfmwmm

Otonomi yang juga telah digagas dalam reformasi yang kemudian diatur dalam Undang-
LM;HWHTMEWMPMMMW%MMI@M
undang-undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintshan di daerah. Dalam undang-undang yang
diberi otonomi terdiri atas pemerintahan Provinsi, kabupaten dan Kota. Jadi ada tiga daersh
ymgdihnimi,ﬂmdlhm!ﬂnhlgapnmaﬁlmdmhmgtﬁbmmkdﬂamnm
hmﬂHl“Ikﬂduipmvinsiuja.Hﬂhﬁhhymgseb&mmyahahwaDPdeUmﬂnDm
adalah sama, bedanya hanya proses perekrutannya saja. Idealnya keanggotaan DPD diwakili oleh
mmdﬁuhmdibﬁimnumiyaimpmﬁnsi.hhupumdmmmehkuemhupﬂiu
dipersoalkan kapasitas dari keterwakilan daerah dalam DPD apakah sudah proposional atay




belum, Mendasarkan pada Undang- -Undang Nomor27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DFD
dan DPRD pasal 227 (1) (2) menentukan “Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan
sebanyak 4 (empat) orang.

Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota DPR.” Jika kita
melihat rumusan ini maka jelas kapasitas DPD sangat minimal sekali yang mana telah kelihatan
bahwa hegemoni politik dipegang oleh DPR. Berbeda dengan negara Federal, justru yang
mngwiﬂdﬂmﬂbmiwﬁlnemw@mmdﬂujm
mmmmmmnjmmmmmﬁmmmnimm,
apakah mungkin DPR legowo mengingat DPR saat ini sangat berkuasa dari DPD sehingga jika
DFD}-dimdﬂndaﬁDPankahnmﬁjumﬁdakmmidihoommnghgiDFRupcrﬁ
Mﬂmmdih.srmgjupmguhﬂpﬂmmmkmmimmmum
ymgdinjukmal:hﬂl’ﬂ{hmmnfnpmmttﬁw].

Negara Kesatuan dan Federal
mmmwmmmpmmm
mmmmwmmﬂﬂmmnﬁpmmﬂ
ammmihnmqummumnmm}m
dhﬂﬁnﬁﬂinﬁnﬂmmﬂﬁmm&mﬁuﬂﬁbﬁw
mmitmm;him“mﬁlnﬂpadlhmhqlmﬁihmmﬂfnynmgﬁmm
kdnmmmt:upbmdadipmmhﬂlm Solly Lubis menyatakan asas dari negara
k:mnnmmpukkﬂmmuﬂmﬂimsegmtquMmudameﬂwﬁnuhpum
mnpunﬂinyagangmﬂnmnﬂalaﬂuhmmupﬂhmhmhmnpﬂlpmﬂtduﬂh.
Selanjutnya beliau menjelaskan hnhmunmnnagarlﬁdnkﬁhagimm“hpum
Wmhﬂdmh.uhhgpmmmmﬂmmmm
mmmmmndmmkmmﬁnggidimmmhhpemﬁmh
pmrmuhmﬂmmkmhﬁmmwimaﬁdﬂmﬁnumwﬂﬁkdm
Wmnmmwmmmmhdimmm
mnsistmdmgnwawmdmsiﬂmpulitikmimml.’ Berdasarkan pendapat di atas maka
wnkﬂﬁmﬁnqamkmnppcmeﬁnm&uhmﬂmmmmmmﬁﬂm
mmjukmhhmkemﬂnpamﬁnuhdamhnmgikuﬁpemﬁﬁnmnum. Jika pemerintah
mmwmmnjammmmwmmmhmm

% Solly Lubis, Mandar Maju, Bandung, cet VI, 2008, h 153-155
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fungsi dari wakil pemerintah daerah mengingat pemerintah daerah tak memiliki kekuasaan
transaksional seperti dalam negara bagian terhadap pemerintah federal. Berbeda dengan negara
federal, dimana dalam negara tersebut tersusun negara dalam negara, artinya ada dua
pemerintahan yaitu pemerintah federal dan pemerin tahan negara bagian. Kedua pemerintahan
antara federal dan negara bagian memiliki status bargaining yang sama posisinya. Barganning
pmiﬁmhimcnmngsamakuﬂdikuﬂukmszjuahdnimﬁmmh\wmmhfadmlhemﬂ
dari penggabungan beberapa negara bagian yang sebelumnya merupakan negara yang mandiri.
Mereka kemudian bergabung sebagaimena diuraikan oleh Eko Prasojo mengenai sejarah
terbentuknya negara Amerika Serikat sebagai negara federal’, Amerika Utara merupakan koloni
Inggris yang kemudian menuntut kesamaan hak dengan pemerintah Inggris, agar tuntutan
tersebut berhasil maka koloni-koloni tersebut bergabung dan membentuk pemerintah pusat
mmmhmh:dnﬁhluﬁ{mhﬁm}mwhmm
mdhhn“ym:mfmwmdiﬁdﬁwwmﬁwdﬁ
koloni-koloni (negara bagian). Genaral congress ini bekerjanya sangat terikat dengan konsitusi
duu;mnmdmpnuyuﬁmwhﬁm,&umlwmhhm
knpuumn{mm]mmmﬁdlkmmiliﬂk&mnmhﬂmmﬂmmﬂmhﬁnm
mmmmmw{m}mmhdihmmnumﬂmmm Kondisi
semacam ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum agar bisa menimbulkan kepastian
huhmmakagmlmngmstﬂsehmpeﬂudibuikcwuunganymkbﬂlbmrapr
Wﬂmmmnwmmmmmmm
kongres. Tuntutan agar General Congres ini diberi tambahan kewenangan termnyata menemui
kudahdimmmﬁmbulpudehmmmgpmdmgmfadualdmymgmﬂtﬂhdap
m,xmmwismmwwmmmw
prinsip demokrasi sedangkan golongan anti federalis tetap menghendaki negar bagian seagai
satu-satunya pemilik kekuasaan negara. Akhimya dslam konvensi Philadelphia terjadilah
kmimkmmmmkmmgmMﬂmﬂmWﬂmmhmrm
House of Representative dimana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum suara rakyat dan
senar yang anggotanya terdiridari wakil negar negara bagian. Akhimya sistem duakamar inilah

¥ Eko Prasojo, Federalisme dan Negar Federal, Departemen limu Administrasi Fakultas fimu sosial dan iimu Politik
Universitas Indonesia, lakarta, 2005, h 62-65
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yang memberikan kekuasaan secara legal /penuh kepada pemerintahan federal (Gemeral
Congres). Kongres inilah yang kemudian dipakai sebagai nama parlemen yang anggotanya
terdiri atas House of Representative dan Senat. Jadi sejarah terbentuknya dwikameral di A.S tak
terlepas dari sejarah terbentuknya negara.

Sejarah kemerdekaan di Indonesia sangat berbeda dengan di Amerikan serikat munculnya
utusan daerah di MPR bukan atas bargaining melainkan atas prakarsa dari peserta siding II di
BPUPKI dan itu bukan tuntutan dari daerah daerah seperti di negara bagian. Jika sekarang MPR
dijadikan parlemen yang dibagi atas dua kamar yaitu DPR. dan DPD apaksh relevan dengan -
sejarah terbentuknya NKRI dan merupakan tuntutan dari i,'_pﬂ'u'lhlan]mas}'lmkudmuh
Pemerintah daerah

Dalam negara kesatuan dengan prinsip pemerintahan sentralistik berarti hanya satu
pemerintshan tidak dikenal dua pemerintahan seperti halnya negara bagian, yang membagi
kekuasaan antara negara federal dengan negara bagian, namun merupakan satu negara dengan
satu wilayah, pengertian daerah merupakan bagian dari wilaysh negara kesatuan. Pembagian
daserah ditentukan oleh pemerintsh pusat, bukan bersifat berdiri sendiri sebelumnya seperti
halnya negara bagian. Tindakan dan keputusan pemerintah pusat tidak memerullukan keabsahan
dari daerah, pemerintah pusat dengan kewenangannya dapat menentukan dan memutuskan apa
saja melalui hukum dan daersh harus tunduk dengan keputusa pemerintah pusat. Jadi tak perlu
memintah lebih dahulu keabasahan/persetujuan daerah seperti halnya dalam negara federal.
Senat scbagai wakil dari negara bagian berfungsi sebagai pihak yang melegalkan tindakan
pemerintah federal agar keputusan pemerintah federal bisa berlaku dalam negara-negara bagian,
jika belum ada persetujuan dari senat sebagai wakil negara bagian maka keputusan dari negara
federal belum berlakw/sah.

Melihat dari posisi daerah terhadap pemerintahan pusat yang sedekmikian ini perlukan
ada wakil dari daersh, jika perlu apa status dari utusan daersh atay DPD tersebut, sebagai
lembaga yang memberkan keabsshan seperti Senat di negara federal atau hanya sekedar
memberikan masukan atau saran saja kepada pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan?
Jika Utusan Daerah/ DPD hanya berfungsi sebagai pemberi saran/usulan (bersifat peran serta
masyarakat saja) perlukah dalam parlemen kita dibentuk dwikameral?

Terbentuknya dwikameral atau tidak dalam suatu parlemen tidak bisa dilepaskan dengan
sejarah dan tradisi politik dari terbentuknya negara yang bersangkutan, terlepas dari susunan
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negara tersebut persatuan atau federal. Sejarah terbentuknya dwikameral di A.S dikarenakan
pada saat terbentuknya negara tersebut ada dua kubu yang sama-sama kuat yaitu pihak yang pro
federalisasi dan yang pro konfederalisasi. Bagi pihak yang pro federalisasi mereka menghendaki
agar kekuasaan negara berada pada pemerintah federal, sedangkan kubu konfederalisasi
menghendaki kekuasaan negara berada di tangan negara bagian. Dua kubu yang berdebat ini
kemudian berkompromi dengan win-win solutie yaitu bahwa bagi pihak yang pro federal diberi
kﬂﬂukmdibamemuakilmRnk}u{pmdummi}sadmgkmhagipﬂukmgpm
konfederasi diberi kedudukan pada senat. Leh karena itu setipa keputusan federal harus selaly
mendapatkan persetujuan dari kedua kubu tersebut. Sistem inilah yang kemudian disebut sebagai
dwikameral. Demikian juga munculnya dwikameral di Inggris tidak terlepas dari sejarah dan
tradisi dari negara tersebut, dimana saat terbentuknya “Royal Britain™ yang disebut dengan
“wqﬂmﬂm’ummmupﬁmmmmmdmmm
mhdjupmﬁadidtmh:hummyugpmdmnhﬁidmmmmhmgipihkmgpm
demokrasi mereka menghendaki pemegang kekuasaan pemerintshan harus ditentukan melalui
wﬂﬂmmmmwmm:mmwtﬂmmm
pada kerajaan (tradisi). Dua kubu tersebut akhimya berkompromi sehingga muncul dwikameral
dalam paricmen. Bagi yang pro demokrasi menjabat pada House of Common sedangkan bagi
pihak yang pro monarchi menjabat pada House of Lord Kedua kubu ini diberi kewenangan
nﬂrmﬁngmﬂﬂmmﬁﬁﬁdmdmwhﬁﬂimn&qﬁmwdi
Inggris memerlukan keabsshan/legalitas dari dua kubu tersebut. Jadi terbentuknya dwikameral
dalam sustu negara tidak bisa dilepasakan dari sejarah dan tradisi politik dari negara yang
bersangkutan.

Sejak reformasi di Indonesia dengan diadakannya amandemen UUD 1945 terjadi
perubahan sistem kelembagaan negara diantaranya adalah susunan keanggotaan MPR dari utusan
daersh berubsh menjadi ke DPD. Utusan daerah yang menjadi wakil daersh pada waktu itu
dipilih melalui pengangkatan oleh pemerintsh, sedangkan DPD anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum. Perubahan status utusan daerah ke DPD tersebut kemudian diwacanakan agar
sistem perwakilan kita dibentuk dwikameral. Persoalanya adalah apakah sejarah dan tradisi
mﬂmﬂmﬂmmhuumdankmmmmmpﬁmip-pﬁnﬂpkmm
pada saat pembentukan negara? Munculnya dua kubu di Indonesia saat terbentuknya NKRI
pada sidang Badan Penyelidikan Usahan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang
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mmﬂﬂmmmymdmkmhmgﬂmﬂmrmgmmpdwm,mshnkuhu-
Irubutmtangpmdemuhasimummardﬁ, sedkmahupﬁmrmgprusuikddmfﬂmj,
republic dan monarchi reltatif kecil. Umumnya para anggota dalam sidang Il BPUPKI
mayoritas menghendaki negara persatuan dan demokrasi sehingga hamper tidak ada perdebatan
mﬁtmgt&dﬂimm;mﬂmmﬂmkﬂmmﬂmmg cukup besar adalah tentang
kuhunaﬁunﬂhdankhmdmakhrhyatﬂupdipummmmihubaﬂiduummm
dengan Pembukaan UUD 1945. Dalam sejarah perjuangan saat terjadi Konperensi Meja Bundar
.diDmHuqdinmdﬂmshmgmthdipumﬂmHKRIhm;hhmmjadiﬂupmSuim
dmnpuubﬁmkumiuuidadlﬂmlmﬁthlﬂﬂmmunKmﬁnuilnitiddcbmm
-hﬂuuhbmdhilhpdiﬂmhulﬁdukmdmﬂﬁumbuhmmkﬂﬁmdmm
akhimya para wakil-wakil negara serikat tersebut berunding dan menghasilkan perubahan
konsitusi dari KRIS 1949 ke Undang-Undang Dasar Sementars (UUDS) 1950. Hal ini
nmﬂulmhhwadhfﬁtpoliﬂkdﬂlhmymimlﬁmﬂummhiﬂinmmmw
mﬂﬁmﬁtmﬂﬂnﬂdhﬂtmﬁﬂkpﬂmm,
meulunmmmgmnipmlhhm:inmmﬂwqhdidwikmmﬂpﬁ
dmkmu:ljlhhmgdﬁiumgdmpnmlhﬁnnﬁuipdmk nampaknya skan kurang
mjihdiplkuhmpqunhqﬁfuﬂginﬂﬂﬂiﬂpﬂhﬁﬂuﬁnmmm
apalagi saat ini kekuatan politik berada ditangan partai-partai politik yang notabene dalam
milu@ﬂﬁ%mhﬁmmwmmwhﬂhﬂilkﬂnﬂm
mm;:msmmnmnmmnm,mmmnmgmm
Mi.HﬂimhhudimidmiﬁuhnmuidmgmnMpd:ﬁmpmnmmmi
dmﬁmsdm]umyahhn@hdﬁhmhmhhhnpd&humﬂmnimgﬂ
mm;mmmmmmmdwmm
diluar urusan seperti yang ditentukan dalam pasal 10 (1) UU No 32 tahun 2004, karena dalam
mmmmmmmdi luar urusan tersebut
yang masih menjadi urusan pusat, lihat pasal 4 UU No 32 tshun 2004 menentukan (1)
“Pembentuken daerah ditetapkan dengan undang-undang™ , juga Pasal 10 (3) UU no 32 tahun
MdMUmmﬂmﬂyﬂmjﬁimmmﬂdim
pada ayat (1) meliputi: “a. politik luar negeri: b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter
dan fiskal nasional; dan f. agama”. Seterusnya pada Pasal 10 (5) UU No 32 tahun 2004
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merumuskan * Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubermnur selaku wakil Pemerintah; atay

¢. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa
berdasar kan asas tugas pembantuan™

Melihat ketentuan di atas ini apa yang menjadi kekuasaan daerah nampaknya sangat
mrhﬂas#kﬂiuhlbmmkmmenmkmmﬂuhﬂﬂngmﬂadihnmmhmbmmjadi
urusan dacrsh atau bukan, terganiung dari keputusan pusai, karena pusat bisa mencntukan
pmwﬂjlmmwmmmwmijMWhjkdﬂuﬁuhhm. Jika
sckarang DPD diposisikan sebagai wakil daersh untuk diberi kewenangan memberikan
persetujuan seperti Senat tentunya tidak sesuai dengan sejarah dan tradisi politik kita yang
umhimwmimﬂmnMH:hﬁhMmmmh
karena itu mmyaungumhﬁwhﬂtmmbnikmkdmpulﬁkhbihbmpﬂdldm.

Jadi mewacanakan dwikameral dalam parlemen kita, relative akan sulit diwujudkan jika
kurang didukung oleh sejarah dan tradisi politik hubungan antara pusat dan daerah, namyn bisa
saja terwujud jika secara tiba-tiba terjadi gonjang-ganjing politik tentang hubungan daerah dan
mmmmmmmammmdiwmm
persoalan urusan antara pemerintah pusat dan daerah

C.KESIMPULAN
Kesimpulan
I. Pembentukan dwikameral tidak terlepas dari sejarah dan tradisi politik saat pembentukan
mDilndmmthidm;diBPUPKIﬁchkt:ﬁndipnmmmduah:bumg
bertentangan kronis mengenai hubungan pusat dan daerah, Pengakuan atas daerah timbul
jmmmmmpﬁmammmmmﬁmmmm
merupakan tuntutan dari daerah seperti halnya negara —negara bagian di Amerika Serikat.
Jika ada kubu-kubu yang pro daersh sangat kecil sekali mayoritas mendukung
urbmh:kn}mmkmmmnymgmaiumlisdmdmh-dnnhmmgihrﬁhpum
tersehm.kmmimﬁndakmpmmimahpumdahmmcmhmk:pmumukpﬁulagi
minta persetujuan dengan daerah atau yang mewakilinya seperti halnya dalam negara



federal A.S. Utusan Daerah dan golongan yang ada di MPR dibentuk hanya sebagai
pelengkap permusyaratan dalam perwakilan sesuai dengan sila IV Pancasila, bukan dari
kubu-kubu vang saling berbeda pendapat dan kemudian diselesaikan secara win-win
solution.

Terbentuknya DPD melalui amandemen UUD 1945 sebagai pengganti utusan daersh
selanjutnya DPD dipilih langsung melalui Pemilihan Umum tak bisa serta merta
memposisikan diri begitu saja sebagai senat seperti dalam negara federal A.S., untuk
membentuk sistem dwikameral perlu melihat lebih dahulu sejarah dan tradisi politik
negara kita saat terbentukan NKRI serta melihat terlebih dahulu posisi daerah yang
diwakilinya. Daerah-daerah yang ada di negara kita tak pemnah menuntut kekuasaan
daerah lebih dari pemerintah pusat, justru mereka dalam sejarah dan tradisi politik
meleburkan diri kedalam negara kesatuan RI walaupun pernah direkayasa oleh Belanda
untuk menciptakan daerah menjadi negara bagian melalui KMB di Den Haag, kemudian
menghasilkan KRIS 1949 belum berumur setahun malsh daerah berkeinginan kembali
membentuk negara kesatuan yang kemudian diputuskan dalam UUDS 1950. Hal ini
Perubahan utusan daerah yang anggotanya adalsh diangkat oleh pemerintah bersifat
otorian sedangkan DPD adalah dipilih melalui pemilu adalah merupakan perwujudan
demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sempurna sesuai dengan sila IV Pancasila, jika
kemudian DPD dijadikan sebagai sarana sistem dwikameral dalam MPR. merupakan
sumber malapetaka bagi NKRI.

Sistem dwikameral bisa saja terjadi dan DPD diposisikan sebagai wakil daerah, bisa saja
terjadi bilamana terjadi gonjang-ganjing politik sehingga menimbulkan dua kubu pro dan
kontra tentang hubungan daerah dan pusat yang kemudian terjadi kompromi yang
selanjutnya diamandemen lagi melalui perubahan konstitusi. Dengan kata lain bilamana
sistem parlemen kita menjadi sistem dwikameral harus melalui amandemen UUD.

Peranan DPD vang ada saat ini memang perlu ditingkatkan dan disempumnakan namun
sistem parlemen kita tak perlu dibentuk dwikameral.



= DPD anggotanya periu ditingkatkan bukan hanya terbatas pada provinsi tetapi semua
daerah yang berotonomi (provinsi, kabupaten dan kota) diberi hak yang sama untuk
mengirimkan wakilnya di DPD.
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